
BUPATJ BANYUMAS 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR 10 TAHUN 2008 

TENTANG 

PEDOMAN UMUM PENGATIJRAN PENGHASILAN TETAP DAN TIJNJANGAN BAGI KEPALA DESA 

DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BANYUMAS 

BUPATJ BANYUMAS, 

Menimbang ; a bahwa dalam rangka menlngkatkan kesejahteraan Kepala Dcsa dan 
Perangl<at Desa telah dlberlkan penghasilan tetap setiap bulan yang 
besarannya minimum sama dengan UMRK dan/atau tunjangan lainnya 
sesual dengan kemampuan keuangan desa sebagaimana lelah dlatur 
dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Umum Pengaturan Penghasllan Tetap dan Tunjangan Kepala 
Desa dan Perangkat Desa Di Kabupaten Banyumas. 

b bahwa dengan adanya perubahan UMRK Kabupaten Banyumas 
sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah 
Nomor 561.4/51/2007 tanggal 19 Nopember 2007 tentang Upah 
Minimum pada 35 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008, 
maka Peraturan Bupatl Banyumas Nomor 19 Tahun 2007 tentclng 
Pedoman Umum Pengaturan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala 
Desa dan Perangkat oesa Di Kabupaten Banyumas sebagalmana 
dimaksud huruf a sudah tidak sesuai. 

c bahwa untuk makSud tersebut diatas, perlu mengatur kemball pedoman 
umum pengaturan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa 
dan PerangKat desa dengan Peraturan BUpati Banyumas . 

Mengingat : 1. Undang-Unaang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah• 
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republi< lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3374) sebagalmana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganli Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas 
Undang·Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemertntahan Daerah menjaai 
Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia NomOI" 
4548); 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 
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Memperhatikan 

Menelapkan 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 

4. Peraturan Pemenntah Nomor 4!> Tahun 2007 tentang Persyaratan dan 
Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pengawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94 dan 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4745 ); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2006 tentang 
Pecloman Susunan Organisasi clan Tata Kerja Pl:!lllerintah Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 2 Seri D) ; 

6. Peraturan Daerah Kabupalen Banyumas Nomor 16 Tahun 2006 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ( Lembaran 
Daerall Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 7 Seri D ) ; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006 tentang 
Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas 
Tahun 2006 Nomor 9 Seri E) ; 

8. Peraturan Bupatl Banyumas Nomor 47 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Desa (lembaran Daerah Kabupaten Banyumas 
Tahun 2007 Nomor 34 Seri E ). 

1. Surat Mentert Dalam Negert Republlk Indonesia tanggal 17 Agustus 
2006 Nomor 140/1841/SJ perihal Pelaksan.ian Kebijakan Alokasi 
Dana Desa. 

2. Surat Kawat Menten Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 
140/2752/SJ tanggal 13 November 2005 perihal Pelaksanaan 
Alokasi Dana Desa. 

3. Surat Edaran Menten Dalam Negeri Nomor 140/161/SJ tanggal 26 
Januari 2007 perihal Pedoman Umurn Pengelolaan Keuangan Desa 

4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 143/2328/PMD 
tanggal 20 Nopernber 2007 perihal Pelaksanaan Pengelolaan 
Keuangan oesa dan Penetapan Penghasilan Tetap bagt Kepala Desa 
dan Perangkat Desa. 

MEMUTUSKAN : 

PERATIJRAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PEDOMAN UMUM 
PENGATURAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA 
DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BANYUMAS. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupali ini yang dimaksud dengan : 
l. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum y.ing memiliki batas-batas witavah yang 

berwenang untuk mengatur dan rnengurus kepentingan masyarakat setempat, 
berdasarkan asal usu! dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 
Negara Kesatuan Republlk Inoone.~ia. 
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2. Desa Janggolan adalah Desa yang sumber pendapatan asll desanva sebagian besar 
berasal dari iuran masyarakat desa setempat. 

3. Kepala Desa adalah Kepala Pemerlntahan Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat 
melalui pemilihan Kepala Desa. 

4. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekrctaris Desa sebagai 
unsur staf, Kepala-kepala seks1 sebagai unsur pelaksana teknls lapangan dan Ke1J6la 
Dusun sebagai unsur kewilayahan. 

5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan seseorang Kepala Desa dan Pcrangkat 
Desa dalam SOT oesa. 

6. Penghasilan Tetap adalah penghasllan yang sah yang diterima Kepala Desa dan 
Perangkat Desa. 

7. Tunjangan adalah tambahan penghasilan selain penghasilan tetap yang diterima Kepala 
Desa dan Perangkat Desa sesual aturan yang berlaku. 

8. Upah Minimum Regional Kabupaten yang selanjutnya disebut UMRK adalah besarnya 
penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan minimal yang ditctapkan setiap 
tahun. 

(1) 

BAB II 

PENGHASILAN 

Bagian Pertama 

Paragraf Pertama 

Penghasilan Tetap 

Pasal 2 

Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa senilai uang dari hasil 
penggarapan bengkok yang setiap tahun ditetapkan dalam APB Desa. 

(2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat oesa sebagalmana dlmaKSud pada 
ayat (1) minimal sama dengan UMRK yang setiap tahun di tetapkan oleh Gubernur. 

(3) Selain Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Desa dan 
Perangkat Desa diberi penghasllan lainnya berupa tunjangan sesuai dengan 
kemampuan keuangan desa. 

Paragrat Kedua 

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Yang Berasal Dar1 Pegawal Negeri Sipil 

Pasal 3 

( 1) Kepaia Desa yang berasal dari PNS penghasilan tetap dan tunjangan dlterlma darl 
Instansi Induknya. 



(2) Perangkat oesa yang berasal darl PNS penghasilan tetap dan tunjangan diterima dari 
Instansi Induknya 

(3) Tunjangan sebagaim.ina dimaksud dalam ayat [l) dan ayat (2) terdiri atas 
Tunjangan Suaml{lstrl dan Tunjangan Anak. 

Paragraf Ketiga 

Besaran UMRK 

Pasal 4 

(1) Penetapan besaran UMRK sebagaimana dimal<Sud dalam Pasal 2 ayat (2) diatur : 
a. Kepala Oesa ditetapkan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar 

Rp. 1.200.000,00 
b. Sekretaris Desa ditetapkan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar 

Rp. 1.000.000,00 
c. Kepala Dusun dit:etapkan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar 

Rp. 750.000,00 
ct. Kepala seksi ditetapkan penghasilan tetap setiap bulannya sebcsar 

Rp. 750.000,00 
e. Kepala Urusan ditetapkan penghasilan tetap setiap bulannya scbesar 

Rp. 650.000,00 
f. Staf atau sebutan lainnya ditetapkan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar 

Rp. 600.000,00 

(2) Sekrctaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dlkecuallkan yang 
berstatus Pegawai Negeri Sipil. 

Paragraf Keempat 

r Tambahan Penghasilan Tctap 

Pasal !> 

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa seb.igaimana dimaksud dalam pasal 2 a•fat (1) yang 
Penghasllan tetapnya kurang dari UMRK, kekurangannya dibantu dari APBD 
Kabupaten. 

(2) Pertiitungan kekurangan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dihitung dari Besaran UMRK sebagaimana dimak.sud dalam Pasal 4 ayat (1) 
dikurangi penghasilan tetap senilai dari hasil pengarapan bengkok yang 
bersangkutan. 

(3) BeSaran tambahan kekurangan atas penghasilan tel.ap bagi Kepala Desa dan 
Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 
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Paragraf Kelima 

Tambahan Penghasilan Tetap Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Yang Bcrusal Dari 
Pegawal Negerl Slpll 

Pasal 6 

(1) Kepala Desa yang berasal darl PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 
yang masih aktif, tidak menerima tambahan penghasilan tetap sebagaimana 
dimaKsud dalam Pasal 6 ayat (2) yang berasal dari bantuan keuangan Kabupaten 
Banyumas. 

(2) Perangkat Desa yang berasal dari PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) 
yang masih aktif, tidak menerima tambahan penghasilan tetap sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang berasal dari bantuan kcuangan Kabupaten 
Banyumas 

Bagian Kedua 

Paragraf Pertama 

Tunjangan 

Pasal 7 

(1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diambilkan dari Alokasi 
Dana Desa yang diterima desa dari Pemerintah Kabupaten. 

(2) Tunjangan sebagalmana dimaksud pada ayat (1 ) terdlrl atas : 
a. Tunjangan istri/suami. 
b. Tunjangan anak. 
c. Tunjangan jabatan. 
d. Tunjangan perbaikan penghasilan. 

Alinea Kedua 

Paragraf Pertama 

Besaran Tunjangan 

Pasal 8 

(1) Besaran Tunjangan istri/suami sebagaimana d1maksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf 
a diberikan kepada seorang istri/suami Kepala oesa clan Perangkat oesa sebesar 
Rp. 25.000,· tiap bulan, 

(2) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b diberikan 
kepada anal< dari seorang Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp. 10.000,· 
tiap bulan. 

(3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan sebanyak·banyaknya 
2 orang anak. 

(4) Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaKsud pada pasal 7 ayat (2) huruf c 
diatur setiap bulannya : 



a. Tunjangan Kepala Desa sebesar Rp.150.000,· 
b. Tunjangan Sekretaris Desa sebesar Rp. 75.000,· 
c. Tunjangan Kepala Seksi sebesar Rp. 50.000,-
d. Tunjangan Kepala Dusun sebesar Rp. 50.000,· 
e . Tunjangan Kaur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 40.000,-
f. Tunjangan stat/ pembantu kaur sebesar Rp. 25.000,· 

(5) Tunjangan perbaikan penghasilan sebagairnana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf 
d oopat diberikan kepada Kcpala Desa dan Perangkat Desa. 

(6) Tunjangan perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan 
dalam rangka peningkat:an kesejahteraan aparat desa berdasarkan beban kerja atau 
tempat bertugas atau kondisi kerja atau prestasi kerja. 

(7) Bcsaran tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (6) dlatur tersendiri oleh Pemerintah 
Desa dengan persetujuan BPD dan mernperhalikan kemarnpuan keuangan desa. 

Paragraf Kedua 

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Yang Berasal Dari Pegawai Negeri Sipil. 

Pasal 9 

(1) Tunjangan Suami/lstri, Tunjangan Anak dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d tidak 
diberikan kepada Kepala Desa yang berasal dari PNS. 

(2) Tunjangan Suami/lstri, Tunjangan Anak dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf a huruf b, dan huruf d Udak 
diberikan kepada Perangkat Desa yang berasal dari PNS. 

(3) Bagi istri/suarni dari seorang Kepala Desa yang berstatus sebagai PNS, rnaka Kepala 
Desa tersebut tidak menerirna Tunjangan Suami/Tstri, Tunjangan Anak dan 
Tunjangan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) 
huruf a, huruf b, dan huruf d. 

(4) Bagi istri/suami dari seorang Perangkat Desa yang bersratus sebagal PNS, maka 
Perangkat Desa tersebut tidak menerlma TunJangan Suamj/Istri, Tunjangan Anak 
dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) 
huruf a huruf b, dan huruf d. 

BAB [II 

KETEN11JAN PERALIHAN 

Pasal 10 

Sek.retaris Desa yang ada sekarang tetlp rnenjalank.an tugas sampai dengan adanya 
pengaturan perundang-undangan yang mengatur tentang Sekrctaris Dcsa. 

O\f:UllCJ.F~Ktjll,A.\' KA mts~B l'tNGl-1~1.A.'I( JATil"..S ~a,n I JIDJ C 



BAB IV 

KETENTUAN PENlfTUP 

Pasal 11 

Pada saat berlakunya Peratl.W'an Bupati ini, mako Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 
Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pcngaturan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala 
Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Banyumas ( Lembaran Daerah Kabupaten 
Banyumas Tahun 2007 Nomor 10 Seri E ), dinyatakan dicabut <Ian tidak berlaku lagi. 

Pasal 12 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
lnl dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Banyumas. 

Diund~ngkcll1 di ?urwukerto 
p1d:, tangg::,.l 5 /\pril 20C8 

P1t. 3EKREV.RIS DAERAH KA3. B,\KYUY,f.J 

~/--
H, M S,\NroSO , SH.M, :-1\.:mrl 

Pemb~na Utama ~uda 
NIP . 010 18} 339 

BERITA DAERAf KABUPP.TEN BA..'ffiJMAS NOMO~ 8 3BRI E 


